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Setiap janda atau duda yang ingin menikah kembali diwajibkan untuk 

menyerahkan akta cerai asli sebagai salah satu syarat administrasi di Kantor 

Urusan Agama (KUA). Ketentuan ini sudah ditetapkan diseluruh KUA, namun di 

lapangan masih ada masyarakat yang merasa bingung atau mempertanyakan 

alasan terkait adanya kewajiban tersebut, sehingga muncul berbagai macam 

bentuk respons dari masyarakat. Penelitian ini disusun untuk melihat bagaimana 

kewajiban formil tersebut dijalankan oleh pihak KUA, sekaligus bagaimana 

pandangan petugas KUA terhadap sikap masyarakat dalam penerapannya. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Data didapat melalui wawancara langsung dengan 

pihak KUA di empat kecamatan di Kota Banjarmasin, karena petugas KUA 

merupakan pihak yang paling sering berhadapan langsung dengan masyarakat 

pada proses pendaftaran nikah. Data yang terkumpul dari wawancara dan 

dokumentasi kemudian diolah secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi 

asli di lapangan terkait persyaratan pendaftaran nikah di KUA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh KUA di Kota Banjarmasin 

konsisten menerapkan syarat penyerahan akta cerai asli sesuai Peraturan Menteri 

Agama Nomor 30 Tahun 2024, dan pernikahan tidak akan diproses tanpa akta 

cerai asli yang diserahkan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar bersikap terbuka 

dan memenuhi adanya syarat ini karena memahami tujuannya untuk menjaga 

ketertiban administrasi, mencegah penyalahgunaan status perkawinan, dan 

memberi kepastian hukum dalam perkawinan. namun, terkadang masih ada 

ditemui sebagian masyarakat yang bertanya-tanya atau merasa keberatan, bukan 

karena menolak aturannya, tetapi karena kurang mendapat penjelasan yang cukup 

terkait aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aturan sudah 

berjalan baik, tetapi sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar 

kewajiban ini dipahami secara menyeluruh, bukan sekadar dipatuhi. Solusi yang 

diberikan oleh pihak KUA biasanya berupa penjelasan terkait tujuan dari 

diserahkannya akta cerai agar masyarakat dapat memahami dan proses 

administrasi pendaftaran nikah dapat dilanjutkan oleh para pihak yang 

bersangkutan.


